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KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI. Pelatihan Kerja. Nasional.
Daerah. Pedoman.

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Menimbang

Mengingat

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN

SISTEM PELATIHAN KERJA NASIONAL DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang
Sistem Pelatihan Kerja Nasional perlu menetapkan
Peraturan Menteri tentang Pedoman Penyelenggaraan
Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah;

1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004
tentang Badan Nasional Sertifikasi  Profesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4408);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006
tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4637);
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10.

11.

12.

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor KEP.225/MEN/2003 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan
Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
PER.16/MEN/V/2006;

Peraturan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi
Nomor PER.22/MEN/1X/2009 tentang
Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri;

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor PER. 17/MEN/VII/ 2007 tentang Tata Cara
Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor PER. 08/MEN/V/2008 tentang Tata Cara
Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar
Negeri;

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sistem Standardisasi
Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 338);

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pendanaan Sistem
Pelatihan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 339);

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 364);
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MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI TENTANG PEDOMAN

PENYELENGGARAAN SISTEM PELATIHAN KERJA
NASIONAL DI DAERAH.

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi,
memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja,
produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan
dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan
atau pekerjaan.

2. Sistem Pelatihan Kerja Nasional, yang selanjutnya disingkat
Sislatkernas, adalah keterkaitan dan keterpaduan berbagai komponen
pelatihan kerja untuk mencapai tujuan pelatihan kerja nasional.

3. Lembaga pelatihnan kerja adalah instansi pemerintah, badan hukum
atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk
menyelenggarakan pelatihan kerja.

4. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang
mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang
sesuai dengan standar yang ditetapkan.

5. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, yang selanjutnya
disingkat SKKNI, adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup
aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja
yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

6. Sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat
kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji
kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia,
Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.

7. Sertifikat kompetensi kerja adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh
lembaga sertifikasi profesi terakreditasi yang menerangkan bahwa
seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan
SKKNI.

8. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat
KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang
dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara
bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja, serta pengalaman kerja
dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan
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struktur pekerjaan di berbagai sektor.

9. Pelatihan berbasis kompetensi kerja adalah pelatihan kerja yang
menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup
pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang
ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja.

10. Akreditasi adalah proses pemberian pengakuan formal yang
menyatakan bahwa suatu lembaga telah memenuhi persyaratan untuk
melakukan kegiatan pelatihan kerja.

11. Lembaga akreditasi lembaga pelatihan kerja yang selanjutnya disebut
lembaga akreditasi (LA-LPK) adalah lembaga yang bersifat independen
dan ditetapkan oleh Menteri yang berfungsi untuk mengembangkan
sistem dan melaksanakan akreditasi lembaga pelatihan kerja.

12. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

13. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

14. Badan Nasional Sertifikasi Profesi, yang selanjutnya disebut BNSP,
adalah lembaga independen yang bertugas melaksanakan sertifikasi
kompetensi yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah.

15. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur pelaksanaan Sislatkernas di daerah yang
berkaitan dengan standarisasi kompetensi kerja, pelaksanaan pelatihan
kerja, pembinaan LPK, sertifikasi kompetensi kerja, pendanaan pelatihan
kerja dan koordinasi pelaksanaan Sislatkernas.

Pasal 3

Pelaksanaan Sislatkernas di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
merupakan pedoman penyelenggaraan Sislatkernas bagi Pemerintah
Daerah.

Pasal 4

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 Desember 2013

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAIMIN ISKANDAR
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN
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